


Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5052); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5317); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6642); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Pengujian Tife Kendaraan Bermotor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 

2018 tentang Pengujian Tife Kendaraan Bermotor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4) 

sebagaimana telah berapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 





LAMPIRAN : 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR     11     TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

JASA UMUM 

 
 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 
A. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat 

 
1. Jasa Ketatatusahaan 

- Formulir Permohonan 

- Buku Uji 

- Plat Uji 

- Tanda Uji 

 

Rp5.000/Buku 

Rp15.000/Buku 

Rp12.000/Buku 

Rp20.000/Tanda 

2. Pengujian Pertama kali (6 bulan pertama sejak 

didaftarkan) 

- Mobil Penumpang Roda 4 

- Mobil Bus JBB s/d 7 ton 

- Mobil Bus JBB di atas 7 ton 

- Mobil Barang JBB s/d 2 ton 

- Mobil Barang JBB s/d 7 ton 

- Mobil Barang JBB di atas 7 ton 

- Mobil Angkutan Berat 

 

 

Rp200.000/Buah 

Rp200.000/Buah 

Rp250.000/Buah 

Rp200.000/Buah 

Rp250.000/Buah 

Rp300.000/Buah 

Rp400.000/Buah 

3. Pengujian Berkala setiap 6 (enam) bulan 

- Mobil Penumpang Roda 4 

- Mobil Bus JBB s/d 7 ton 

- Mobil Bus JBB di atas 7 ton 

- Mobil Barang JBB s/d 2 ton 

- Mobil Barang JBB s/d 7 ton 

- Mobil Barang JBB di atas 7 ton 

- Mobil Angkutan Berat 

 

Rp100.000/Buah 

Rp120.000/Buah 

Rp150.000/Buah 

Rp100.000/Buah 

Rp150.000/Buah 

Rp220.000/Buah 

Rp300.000/Buah 




